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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS PERKARA CERAI TALAK ( PUTUSAN NOMOR: 

1781/Pdt.G/ 2014/PA.Tbn) 

 

      Putusan di atas merupakan putusan dari perkara cerai talak, yang 

diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon yang ingin menjatuhkan 

talak raj’i di Pengadilan Agama Tuban. Dalam analisis ini, dibagi menjadi 

dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan tentang isi putusan 

hakim tidak membebankan dalam pemberian nafkah idah dan mut’ah 

kepada Pemohon untuk Termohon dalam perkara cerai talak raj’i. Yang 

kedua, menjelaskan tentang pertimbangan dan alasan hakim serta tinjauan 

yuridis sosiologis putusan perkara nomor: 1781/Pdt.G/ 2014/PA.Tbn 

tentang nafkah idah dan mut’ah. 

A.  Isi Putusan Hakim Tidak Membebankan Pemberian Nafkah Idah dan 

Mut’ah Kepada Pemohon untuk Termohon. 

      Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, menjelaskan bahwa Pengadilan membantu Pencari keadilan 

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.   

      Hakim dalam memutus perkara, pasti mempunyai pertimbangan –

pertimbangan hukum yang jelas sebagian besar dalam memutus suatu 

perkara khususnya terkait masalah perceraian. Dasar hukum merupakan 

salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Oleh 
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karena itu, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup 

dan matang dalam setiap putusan.  

      Mengenai putusan Perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn tentang 

permohonan cerai talak, hakim dengan dasar dan pertimbangannya 

memutuskan menjatuhkan cerai talak dan tidak membebankan kepada 

Pemohon untuk memberikan nafkah idah dan mut’ah kepada Termohon. 

Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqara>h ayat: 229 

ان َّساَّاح َّب ََّّح َّي َّر َّس َّتاََّّو َّااََّّف ََّّو َّر َّع َّماَّب ََّّاك َّساَّام َّفاََّّان َّتاَّر َّماََّّق ََّّلاَّالط َّ   

Artinya: Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali, maka (apabila masih 

dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa 

diperbaiki)pisahlah dengan cara yang baik (pula). 

      Dalam amar putusan hakim, hakim tidak membebankan nafkah idah 

dan mut’ah kepada Pemohon untuk Termohon, karena Hakim 

menganggap bahwa seorang istri apabila tidak mengajukan gugatan 

tentang nafkah idah dan mut’ah, hakim beranggapan jika tidak ada 

tuntutan dari pihak istri, istri dianggap sudah rela apabila tidak 

mendapatkan nafkah idah dan mut’ah. Dari anggapan itu hakim tidak 

menggunakan kewenangan ex officio dengan baik dalam memberikan 

nafkah idah dan mut’ah. 

      Secara kronologis, kedua belah pihak telah  membina rumah tangga di 

rumah orang tua Termohon selama satu bulan, kemudian tinggal di rumah 

Pemohon selama lima bulan. Setelah tinggal enam bulan membina rumah 

tangga secara harmonis dan berakhir dengan perpisahan. Dengan alasan 
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pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan merasa 

kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan 

mempunyai tanggungan yang harus dibayar. Oleh karena itu Pemohon 

hanya memberikan sebagian penghasilan yang diberikan untuk Termohon. 

Kemudian Termohon  minta Pemohon untuk diantarkan pulang ke rumah 

orang tuanya. Perbuatan Termohon tersebut menimbulkan penderitaan 

Pemohon, sehingga mengakhiri untuk mengajukan permohonan cerai 

talak terhadap Termohon.  

      Setelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang 

memutuskan perkara ini, sikap Termohon yang kurang atas nafkah yang 

diberikan oleh Pemohon, kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon 

itu relatif, karena cukup atau merasa kurangnya nafkah itu dilihat dari 

yang menerima nafkah tersebut.  Hakim berpendapat bahwa sikap 

Termohon yang merasa kurang itu adalah perbuatan nusyu>z. Dengan 

alasan melihat sikap istri yang memaksa Pemohon untuk memberikan 

nafkah di luar batas kemampuan Pemohon. Selain itu Termohon tidak 

memahami Pemohon yang mempunyai tanggungan yang harus dibayar. 

Meskipun dalam persidangan tidak terungkap tanggungan apa yang harus 

dibayar oleh Pemohon. Karena kedua belah pihak tidak 

mempermasalahkan hal tersebut selama persidangan berlangsung.  

      Hakim dalam persidangan di pengadilan agama memiliki kewenangan 

ex officio yang artinya kewenangan oleh jabatan atau kewenangan hakim 
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dalam memutuskan perkara tanpa diminta. Alasan pertimbangan hakim 

yang tidak memberikan nafkah idah dan mut’ah karena secara kasuistik 

dalam perkara tersebut Termohon tidak menuntut nafkah idah dan 

mut’ah. Hakim yang menyatakan bahwa sikap Termohon yang merasa 

kurang atas nafkah dikategorikan perbuatan nusyu>z. Nusyu>z merupakan 

kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya, hal ini dapat dilihat 

jika istri meninggalkan rumah tanpa alasan dan tanpa izin suaminya, istri 

berjalan dengan bukan muhrimnya tanpa seizin suaminya  dan istri 

bertingkah laku buruk yang dikategorikan sebagai nusyuz>. Nusyuz> terjadi 

pula sebab istri keluar dari tempat tinggal yang telah direstui oleh 

suaminya untuk ditempati, sekalipun rumah isteri sendiri atau rumah 

ayahnya tanpa seizin  suaminya serta tidak memperkirakan kerelaan 

suaminya.
1
    Ketidaktaatan ini seperti tidak mau pindah mengikuti suami 

untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan 

suami. Hal ini sesuai dengan kronologi yang ada dalam putusan tersebut, 

istri tinggal selama lima bulan tinggal di rumahnya suami kemudian 

minta pulang ke rumah orangtua istrinya.  

B. Analisis Pertimbangan Hakim dan Yuridis Sosiologis Putusan No. 

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn. 

      Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa majelis hakim Pengadilan 

Agama Tuban yang menangani perkara No. 1781/Pdt.G/ 2014/PA.Tbn 

                                                           
1
 Aslikhatul laili, Analisis atas putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1540/Pdt.G/ PA. Jbg 

Tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Nafkah ‘Iddah Isteri yang Nusyuz>, 2013 

IAIN SBY, 72. 
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bahwa hakim tidak membebankan Pemohon untuk membayar nafkah idah 

dan mut’ah kepada Termohon akibat dari permohonan cerai yang 

diajukan oleh Pemohon. Menurut penulis Termohon merasa kurang atas 

nafkah yang diberikan oleh Pemohon bukan termasuk nusyuz>. Akan tetapi 

dari kronologi yang ada dalam putusan, Termohon yang minta diantarkan  

pulang kerumah orangtua Termohon selama beberapa bulan, dan 

meninggalkan kewajiban sebagai istri tersebut merupakan perbuatan 

nusyuz>.  

      Jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang nusyuz> tidak berhak 

mendapatkan nafakah. Alasan jumhur adalah bahwa nafkah yang diterima 

istri itu merupakan imbalan dari ketaatannya pada suami, oleh karena itu 

ia tidak berhak mendapatkan nafkah selama nusyuz> itu kembali dilakukan 

selama nusyuz> itu berhenti. Ulama’ Zahariyah berpendapat bahwa istri 

yang nusyuz> tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Dengan alasan 

bahwa nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar 

ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau nusyuz>, ia 

hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang 

tidak menyakiti. 
2
  

      Para fuqoha’ berbeda pendapat tentang batasan nusyuz> istri yang 

meninggalkan rumah sehingga mengakibatkan gugurnya nafkah. Apabila 

keluarnya istri dari rumah itu atas izin suami maka ulama’ Syafiiyyah 

                                                           
2
 Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2006), 174. 
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membuat perincian sebagai berikut: jika perginya itu bersama suami atau 

karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur namun 

jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya gugur 

sedangkan keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung untuk ke rumah 

tetangga, sanak  saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika 

suami sedang tidak ada di rumah maka secara adat hal itu tidak termasuk 

nusyuz>, sehingga nafkah tidak gugur. Ulama’ Hanabilah berpendapat 

bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika keluar tanpa 

izin suaminya. 
3
 

 Pertimbangan hakim tidak membebani kepada mantan suami 

membayar nafkah idah dan mut’ah untuk mantan istrinya dari salah satu 

hasil wawancara oleh penulis dan hakim Pengadilan Agama Tuban yang 

memutuskan perkara tersebut: 

 ‚Sebenarnya nafkah idah dan mut’ah itu harus diminta langsung oleh 
termohon dalam persidangan atau bagaimana? Jawab. Adakalanya 
terdapat tuntutan atau rekonvensi, tetapi adakalanya diberikan secara ex 
officio (nafkah idah dan mut’ah) diberikan istri oleh hakim atas hak yang 
dimiliki oleh hakim sebagai jabatannya. Dan perkara  ini merupakan 
kasuistik. Serta termohon juga tidak menuntut terhadap nafkah idah dan 
mut’ah.‛ 4 

 Hal-hal yang disebutkan dalam pasal 149 KHI merupakan 

kewajiban yang melekat pada suami dan sekaligus menjadi hak bagi istri 

saat terjadinya perceraian atas kehendak suaminya ‚ bilamana perkawinan 

putus karena talak, maka bekas suami wajib  

a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul. 

                                                           
3
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa- ‘Adillatuhu, Penerjemah: Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk, ( 

Jakarta: Gema Insani, 2011),113. 
4
 H. Sholhan, Wawancara, Tuban, 10 Desember 2015. 
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b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyu>z dan 

dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila 

qabla dukhul. 
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.‛ 

 Pada perkara ini nafkah Pemohon yang mengajukan permohonan 

cerai maka secara langsung berkewajiban memberikan nafkah kepada 

istrinya.  

      Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang nusyu>z diatur 

dalam Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa ‚ istri dapat dianggap 

nusyu>z jika ia tidak mau melaksanakan berbagai kewajibannya, dan dalam 

pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah ‚. Sedangkan pada ayat 

(2) lebih lanjut diatur  bahwa selama istri nusyuz>, kewajiban suami 

terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a) (nafkah, 

kiswah, dan tempat kediaman  bagi istri) dan b (biaya rumah tangga, 

biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak) tidak berlaku 

kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya‛. Lanjut pada ayat (3) 

dijelaskan ‚ kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku 

kembali sesudah istri tidak nusyu>z ‚. Pada  ayat (4) diatur bahwa ‚ 

ketentuan ada atau tidaknya nusyu>z dari istri harus didasarkan atas bukti 

yang sah.  

      Sedangkan untuk nafkah idah dan mut’ah  dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 152 bahwa bekas istri mendapatkan nafkah idah dari bekas 
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suaminya kecuali nusyuz>.
5
 Alasan –alasan yang lain mengenai perkara ini 

berdasarkan asas hukum acara perdata yang berlaku, adalah hakim 

bersifat pasif.  Maksud dari asas tersebut ialah hakim hanya terbatas 

menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh 

penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam 

proses perkara perdata, hanya terbatas: 

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil; 

2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar  alasan dan fakta –

fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan 

berlangsung.
6
  

      Dan tugas hakim hanya mengawasi agar peraturan yang diatur dalam 

Undang-undang dijalankan oleh para pihak serta mencari kebenaran yang 

sesuai dengan apa yang dituntut oleh para pihak dan tidak boleh lebih dari 

itu. Maka dalam persidangan ini, Pemohon mempunyai  tanggungan lain 

itu tidak terungkap, karena para pihak tidak mempermasalahkan 

tanggungan lain tersebut. Selain itu Termohon tidak menuntut nafkah 

idah dan mut’ah selama persidangan. Jadi hakim hanya menjatuhkan  

putusan sesuai dengan apa yang diminta oleh para pihak. Akan tetapi 

dalam syariat Islam ditegaskan istri yang diceraikan oleh suaminya 

berhak mendapatkan nafkah idah dan mut’ah yang di Alquran dalam 

surah Al-Baqara>h ayat 241:                                                

                                                           
5
 Tim penyusun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), 368. 
6
  M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 499. 
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المتقيهَّعليَّحقاَّلمعروفَّباَّمتعَّللمطلقتَّو  

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban 

bagi orang-orang yang bertakwa. 

Dalam tafsir maraghi dijelaskan bahwa Abdur Rahman ibn Zaid 

ibn Aslam mengatakan bahwa ketika firman Allah turun, mut’ah menurut 

yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang –orang yang berbuat 

kebajikan. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang dan ulama’ yang 

mengatakan wajib hukumnya memberikan mut’ah kepada wanita yang 

diceraikan, baik wanita yang memasrahkan jumlah maskawinnya atau 

telah mendapatketentuan jumlah maharnya ataupun diceraikan sebelum 

digauli atau telah digauli yang. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi’i. 

pendapat  ini juga dikatakan oleh Sa’id ibn Jubbair dan ulama salaf.
7
  

Dalam hadis juga diterangkan kewajiban yang sama yakni 

memberika nafkah dan mut’ah selama idah kepada mantan istri. Hadis 

tersebut berbunyi: 

ل ََّّلاََّّقاا س ى  ة ََّّف يَّالل ََّّرا ج  اع ََّّحا دا لىا
لاه ه َََّّّا  م ََّّوا لاي ك  ق ه ه ََّّعا ت ه ه ََّّر ز  ىا ك س  ف ََّّب اَّوا و  ر  ع  (مسلمَّرواه)َّا لما    

Artinya: Dan kamu wajib memberi nafkah kepada mereka dan 

memberikan pakaian yang ma’ruf (patut).
8
 

Menurut penulis, Kompilasi Hukum Islam mencoba mengatur 

persoalan nusyuz> dengan bijaksana untuk menjamin hak-hak suami istri. 

                                                           
7
  K. Anshori Umar Sitanggal,  Hery Noer Aly dkk, Tafsir Maraghi 2, (Semarang: Toha Putra,  

1993), 352. 
8
 Muslim Ibnu Al- Hallaj Abu Al-Husain Al- Qusyairi Al- Naisaburi, Shahih Muslim, Juz II, 

(Bairut: Al-Maktabah Al Salafiy, t.th.), 890. 



74 
 

  

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

Namun dalam persoalan nusyuz> ini KHI masih terlihat bias gender. 

Sebab, masalah nusyuz> mangkir dari tanggung jawab tidak diatur. Oleh 

sebab itu, pasal ini menjelaskan mengekang kebebasan hak-hak 

perempuan dan tidak mendudukkan hubungan suami istri secara 

seimbang. 

Penerapan hak ex officio  ini tidak digunakan oleh majelis hakim 

untuk membebankan bekas suami atas nafkah bagi istri dalam perkara 

cerai talak. Hal ini berlandaskan pada ketentuan pasal 41 huruf ( c) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi 

‚ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri‛. 

Dalam praktek, meskipun hak-hak istri akibat talak tersebut tidak 

dituntut oleh Termohon (istri), hakim secara ex officio (karena 

jabatannya) dapat menghukum suami sebagai Pemohon untuk membayar 

nafkah dan mut’ah kepada Termohon. Sekalipun tidak ada gugatan 

rekonvensi, hakim memperbolehkan membebankan suatu kewajiban 

tertentu kepada suami. Maka hakim dibenarkan untuk mengabulkan 

sesuatu sekalipun istri tidak menuntut dalam petitum permohonan 

perkara cerai talak.
9
  

                                                           
9
 Hartini, ‚ Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Dalam Beracara di Pengadilan 

Agama‛. Jurnal  http:// mimbar. Hukum.ugm. ac.id. 387. 
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      Pendapat penulis, putusan ini yang diberikan oleh hakim tepat dan 

telah memenuhi asas maslaha mursalah, artinya suatu kemaslahatan yang 

tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Tujuan 

dari maslaha mursalah ialah memelihara kemadaratan dan menjaga 

kemanfaatan.
10

 Dalam putusan ini mengandung kebaikan untuk para 

pihak. Kebaikan untuk suami, ia terhindar dari perbuatan yang 

kemungkinan akan membawanya pada perbuatan tercela karena ingin 

memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya dalam hal nafkah jika 

mempertahankan pernikahannya. Sedangkan istri dengan perceraian 

tersebut, istri tidak akan memaksa suami untuk memberi nafkah yang 

lebih dari suaminya. Maka perceraian ini jalan yang baik untuk keduanya.  

 Hak ex officio hakim dapat didefinisikan hakim karena jabatannya 

dapat menentukan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perkara. 

Menurut Subekti pengertian hak ex officio berasal dari bahasa latin yang 

berarti karena jabatannya, tidak berdasarkan surat penetapan atau 

pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.
11

 Dasar dari hak 

ex officio hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan 

hukum yang ada pada masyarakat. Pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang 

No.14 tahun 1970 yang telah diamandemen dengan pasal 5 ayat 1 No.48 

tahun 1989 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan tentang kewajiban 

hakim dalam menggali suatu perkara  harus memperhatikan hukum yang 

                                                           
10

  Rachmat Syafe’i , Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia,1999 ), 117. 
11

  Subekti dan Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Cet 4, (Jakarta:Pradnya Pramita, 1979), 43. 
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hidup dalam masyarakat. Pasal itu berbunyi ‚ Hakim sebagai penegak 

hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.‛
12

  

 Pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ‚ Hakim 

dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 

Dalam hal ini hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dan menggali 

hukum yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 41 c UU No.1 

tahun 1974 yang berbunyi pengadilan dapat mewajibkan pada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas istri. Pada pasal ini hakim bisa mempertimbangkan 

dalam memberikan hak-hak perempuan akibat dari perceraian.  

 Pendapat dari Irfan Husaeni dalam jurnalnya tentang hak ex 

officio dalam praktek masih jarang digunakan oleh sebagian hakim 

Pengadilan Agama dalam menetapkan nafkah idah dan mut’ah sebagai 

akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat hak ex officio yang tidak 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak dipertimbangkan dengan 
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190. 
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cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir dengan baik, 

khususnya pihak istri.
13

 

 Dari asas hukum acara perdata salah satunya ialah hakim bersifat 

pasif, hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata bersifat pasif dalam 

arti bahwa ruang lingkup hakim atau luas pokok sengketa yang diajukan 

kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak 

yang berperkara. Dari perkara tersebut hakim tidak bertanya mengenai 

tanggungan yang dimiliki oleh pemohon. Oleh karena itu tanggungan 

yang dimiliki oleh pemohon tidak terungkap.  Hakim harus mendengarkan 

kedua belah pihak yang ada pada pasal 5 ayat 1 UU no. 4 tahun 2004 

mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara 

harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil 

serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan 

pendapatnya. 
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Dalam Menetapkan Mut’ah dan Iddah‛, Artikel di akses 25 Mei 2016 dari http:// badilag .net.2. 


